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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTATAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas
Intelijen Daerah, perlu dibentuk Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda) Kabupaten Purwakarta;

bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka kepada personalia
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) perlu diberikan
stimulus kerja berupa honorarium yang besarannya
diatur dengan peraturan bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Badan Intelijen Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006




Menetapkan

tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2016 Nomor 1};

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Purwakarta yang
selanjutnya disebut KOMINDA adalah entitas intelijen yang

dibentuk dengan keputusan bupati yang mempunyai tugas :

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan,
mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi
atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber
mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi

ancaman stabilitas nasional di daerah;

b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan
bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang
berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini

terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
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Pasal 2

KOMINDA terdiri dari unsur intelijen Tentara Nasional
Indonesia (TNI), Kepolisian, KejaksaanNegeri, Badan
Intelijen Negara (BIN), Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik, Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Kantor Pelayanan
Pajak dan Perbankan.

KOMINDA dibentuk dengan maksud untuk menjaga
situasi daerah agar tetap kondusif, melalui tugas

pengamanan tertutup.

Dalam melaksanakan tugasnya KOMINDA berpedoman

kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
KOMINDA, kepada personalia KOMINDA diberikan
honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
Daerah.

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setiap bulan dengan nilai tertinggi, sebagai
berikut(dalam rupiah) :

L. KETUA - 2.500.000,-
II. PELAKSANA HARIAN : 2.250.000,-
[II. SEKRETARIS : 2.000.000,-
IV. ANGGOTA : 1.750.000,-
V. ANGGOTA LAPANGAN : 1.500.000,-

Pasal 4



Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah KabupatenPurwakarta.

Diundangkan di purwakarta
Pada tangggl 3 Januari 2018

SEKRHTARIS DAERAH
KABUPATIEN PURWAKARTA,

Drs.H.PA K'M(ws, M. Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 13



